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d. bahwa berdasarkan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2009 ten tang Majelis Perrnusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah diamanatkan kepada DPR untuk

c. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

dalam rnenjalankan tugasnya perlu rnemiliki Kode Etik yang

bersifat rnengikat dan wajib dipatuhi demi menjaga rnartabat,

kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia;

diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut diiakukan;

van a• :::>hal-halrnengenaiucapandanperilakumengatur

b. bahwa untuk dapat rnelaksanakan tugasnya sebagaimana

dirnaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia perlu rnemiliki landasan etik atau filosofis yang

a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat dan pejabat negara

yang sangat mulia dan terhormat, sehingga harus bertanggung

jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat, dan

konstiruennya dalam melaksanakan tugasnya:

Menimbang:
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I. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya disingkat OPR Rl.

adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalarn Undang Undang

Dasar Negara Republik fndonesia Tahun 1945.

2. Kode Etik DPR RI, selanjutnya disebut Kode Erik, adalah norma-norma atau

aturan-aturan yang rnerupakan landasan etik atau filosofis dengan peraturan

perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau

tidak patut diiakukan oleh Anggota OPR Rl.

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

Pasal!

Ketentuau Umum

BABI

Menetapkan: PERATUR.~~ DEWA.N PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK

INDONESIA TENTANG KODE ETIK.

MEMUTUSKA.N:

I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Perrnusyawaratan Rakyat, Dewan Perwalcilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nemer 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

OJ/DPR RIII/2009-2010 rentang Tata Tertib;

Mengingar:

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud datum

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat .Republik Indonesia tentang Kode

Etik;

menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib diparuhi oleh

setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk rnenjaga
martabat, kehorrnatan, citra, dan kredibilitas DPR.



...

.J

(1) Anggota DPR RI dalarn setiap tindakannya lebih mendahulukan kepentingan

urnum daripada kepentingan pribadi. partai politik, dan/atau golongan .

Pnsal2

Mementingkan Kepentingan Umum

Bagian Kesatu

KODEETll<

BAB II

3. Anggota DrR Rl adalah wakil rakyar dan pejabat negara yang telah bersurnpah

atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalarn

rnelaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.

4. Badan Kehorrnatan DPR Rl adalah atat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap

sebagairnana dimaksud dalarn Peraturan DPR RJ tentang Tara Tertib.

5. Mitra Kerja adalah pihak-pihak baik pernerintah, perseorangan, kelornpok,

organisasi, rnaupun badan swasta.

6. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud daJam Peraturan DPR RI

tentang Tata Tertib

7. Keluarga adalah swami atau istri dan anak.

8. Sanak famili adalah pihak-pihak yang memiliki bubungnn pertalian darah

dan semenda sampai tiga derajat ke samping.

9. Perjalanan Dinas adalah perjalanan pimpinan dan/atau anggota untuk kepentingan

negara dalarn hubungan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan, baik yang dilakukan di dalam wilayah

Republik Indonesia rnaupun di luar batas wilayah Republik Indonesia.

10.Rahasia adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, rahasia

jabatan, dan informasi yang belum dikuasai atau didokumenrasikan dan

dapat rnembahayakan negara apabila diberitahuk:m kepada atau diketuhui

oleh orang yang tidak berhak.
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(1) Anggota OPR Rl hams menghindari perilaku tidak pamas yang dapat

rnerendahkan citra dan kehormatan, merusak tara cara dan suasana persidangan,

serta merusak martabat lembaga.

(2) Anggota OPR RI sebagai wakil rakyat, hams menyadari adanya pernbatasan­

pembatasan pribadi dalam bersikap. bertindak, dan berperilaku.

(3) Anggota DPR RI memiliki kebebasan atas hak berekspresi, beragama, berserikat

dan berkurnpul sebagaimana warga negara pada urnumnya. dan dalam

menggunakan hak-hak tersebut harus selaiu menjaga martabat DPR RI.
(4) Anggota DPR Rl harus melaporkan kekayaan pribadi dan Keluarganya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Anggota OPR RI tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata serra tindakan yang

tidak patut/pantas rnenurut pandangan erika dan norma yang berlaku dalarn
rnasyarakat, baik di dalarn gedung OPR RI maupun di luar gedung DPR Rl.

(6) Anggota DPR RI dilarang mernasuki tempat-tempat yang dipundang tidak

pantas secara erika, moral, dan norma yang berlaku umum di masya rakat,

seperri tempat pelacuran dan perjudian, kecuali untuk kepenringan tugnsnya

sebagai Anggota DPR RI.

(7) Anggota OPR RI harus ikut menjaga nama baik, citra, dan kewibawaan OPR RI.

(8) Anggota DPR RI dilnrang menggunakan jabatannya unruk mencari

kernudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak fnmili dan

kelompoknya.

Pasal3

Bagiau Kedua

Integritas

(2) Anggota DPR RI bertanggung jawab mengernban amanat rakyat, me laksanakan

tugasnya secara adil, mernatuhi hukum, rnenghormati keberadaan lernbaga

legistatif mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya
demi kepentingan dan kesejahteraan rakyar, serta rnempertahankan keutuhan

bangsa dan kedaulatan negara,
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(I) Anggota DPR Rl berranggung jawab atas keputusan dan

tindakan yang diambil dalam rangka rnenjalankan tugas dan wewenangnya demi

kepentingan negara,

(2) Anggota OPR RJ hams bersedia untuk diawasi oleh masyarakat dan

konstiruennya.

(3) Anggota DPR RI wajib rnenyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat

kepada pernerinrah, lembaga. atau pihak yang terkair secara adil tanpa

memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

Pasal 5

Bagian Keernpat

Akuntabilitas

Pasal4

(I) Anggota DPR Rl mempunyai hak suara pada seriap pengambilan keputusan,

kecuali apabila Rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan rnempunyai

konflik kepentingan dalam perrnasalahan yang sedang dibahas.

(2) Anggota DPR Rl dilarang rnenggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses

peradilan yang ditujukan untuk kepentingan diri pribadi dan/atau pihak lain.

(3) Anggota DPR Rl bersikap adil dan profesional dalam rnelakukan hubungan

dengan Mitra Kerjanya.

(4) Anggota DPR RI tidak diperkenankan rnelakukan hubungan dengan Mitra

Kerjanya dengan rnaksud rneminta arau menerirna gratifikasl, arau hadiah

untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, Keluarga, dan/atau golongan.

(5) Anggota DPR RI yang ikut serta dalam kegiaran organisasi di luar OPR RI hams

rnengutamakan rugasnya sebagai Anggota DPR RL

Objektivitas

Bagian Kcrign
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(1) Anggota DPR RI harus menyampaikan di hadapan seluruh peserta Rapat apab ila

ada kepentingan pribadi yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas

dalarn Rapat,

(2) Anggota DPR RJ harus rnenghadiri secara fisik setiap Rapat yang menjadi

kewajibannya.

Pasal S

Kejujuran dan Kedisiplinan

Bagian Ketujuh

Anggota DPR RI wajib menjaga Rahasia yang dipercayakan kepadanya, terrnasuk

hasil Rapat yang dinyatakan sebagai Rahasia sampai batas wakru yang telah

ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk urnurn.

Bagian Keenum

Rahasia

Pasal7

(3) Anggota OPR RI yang tidak rnenghadiri suatu Rapat, konsultasi, atau pertemuan

tidak diperkenankan memberikan penjelasan dengan mengatasnarnakan Rapat,

konsultasi, atau perternuan tersebut kepada masyarakat.

(2) Anggotc DPR RJ harus marnpu rnemberikan penjelasan dan alasan ketika diminta

oleh masyarakat, atas ditetapkannya sebuah kebijakan DPR RJ berkaitan dengan

tugas dan wewenangnya.

Pasal6

(1) Anggota DPR RI dalam menyampaikan pendapatnya dalam Rapat, konsultasi. dan

pertemuan serta dalam rnenyampaikan hasilnya, harus sesuai dengan kapasitasnya,

baik sebagai anggota rnaupun sebagai pimpinan alat kelengkapan DPR RI.

Bngian Kelirnn

Ke terbukann
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(1) Anggota OPR Rl dapat rnelakukan Perjalanan Dinas di dalam atau ke luar negeri

dengan biaya negara sebagaimana diatur dalarn peraturan perundang-undangan.

(2) PerjalananDinas dilakukan dengan rnenggunakananggaran yang tersedia.

(3) Anggota DPR R! tidak dapat mernbawa Keluarga dalam suatu Perjalanan Dinas,

kecuali dimungkinkan cleh peraruran perundang-undangan atau alas biaya sendiri.

Pasal 10

Perjulanan Dinas

Bagian Kesembilan

(3) Anggota DPR RI hams mendengar dengan penuh perhatian atas keterangan para

pihak dan masyarakat yang diundang dalarn Rapar atau acara DPR RI.

(4) Anggota DPR RI harus rnenjawab dan menerirna dengan sikap penuh pengertian

terhadap pengaduan dan keluhan yang disampaikan oleh rnasyarakat sebagai

Iconstituennya.

(5) Anggota OPR RI harus bersikap penuh wibawa dan bennartabat dalam

menjalankan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedelapnn

Kcpemimpinan

Pasal9

(1) Anggota OPR R1 harus rnemahami dan rnenjaga kernajemukan yang terdapat

dalam masyarakat, baik berdasarkan suku, agama, ras. jenis kelamin, goJongan,

kondisi fisik, urnur, status sosial, status ekonomi, maupun keyakinan politik.

(2) Anggota OPR RI dalam melaksanakan tugasnya, tidak diperkenankan

berprasangka buruk atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar

alasan-alasan yang tidak relevan, baik dengan perkataan rnaupun tindakannya,

(3) Anggota DPR RT yang tidak merighadiri secara fisik Rapat Paripurna dan/atau

rapat alat kelengkapan DPR RJ yang meojadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6

(enarn) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dan jelas, dianggap melanggar

prinsip kejujuran dan kedisiplinan.

(4) Anggota DPR RI dalarn rnelaksanakan tugasnya hnrus berpakaian rapih,

sopan, dan pantas,
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Kerentuan mengenai sanksi terhadap pelanggaran Kode Erik dan rehabilirasi, berlaku

keterrtuan dalarn Peraturan DPR Rf tentang Tata Tertib dan Peraturan DPR RI tentang

Tata Beracara Badan Kehorrnatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal!3

Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Anggota OPR Rl merupakan

pelanggaran Kode Et:k.

Pasal12

BABIV

SANKS! DAN REHABll.TT ASI

(3) UsuJ perubahan sebagaimana dlrnaksud pada ayat (2), disarnpaikan oleh Pimpinan

OPR RI dalam Rapat Paripurna untuk diarnbil keputusan.

(4) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripurna menyerahkan kepada Badan

Kehormatan DPR RT untuk rnelakukan pernbahasan.

(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Rapat

Paripurna untuk diambil keputusan.

(1) Usul perubahan Kode Erik dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 9 (sembilan)

orang Anggota DPR RI atau aim kelengkapan OPR RL

(2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disarnpaikan secara tertulis

kepada Pimpinan OPR RI. dengan disertai penjelasannya, daftar nama, nomor

anggota, dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.

Pasalll

BABIlI

PERUBAHAN KODEETIK

(4) Perjalanan Dinas atas biaya pengundang, baik dari dalarn maupun luar negeri,

hams sepengetahuan Pirnpinan DPR Rl.
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-: ~ -----
(~-rAUFIK <URNJAWAN. ,v1MH. M.ANIS MATTA. Le.

Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO.

KETUA,

P~/·--rf.H. MARZUKJ AUE

pada tanggal 29 Maret 2011

Ditetapkan di Jakarta

Peraturan DPR RI tentang Kode Etik ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal Ifi

Pada saat Peraturan ini rnulai berlaku, Keputusan DPR R1 Nornor 16IDPR RliI/2004 •

2005 tentang Kode Erik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

PasallS

KETENTUANPENUTUP

BAB VI

Dugaan pelanggaran Kode Etik yang masih dalam proses penyelidikan dan verifikasi

Badan Kehormatan OPR R1 sebelurn berlakunyaperaruran ini. recap dilaksanakan

berdasarkan Kode Etik DPR RJ yang ditetapkan dalarn Keputusan OPR RI Nomor

16IDPR RIII/2004·2005.

Pnsnl 14

BABY

KETENTU.<\.N PERA..LllJAN
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